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GUBERNUR KALIMANT AN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERSIAPAN LELANG
UANG HASIL LELANG HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA £SA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa ketentuan vyang berkaltan dengan pelaksanaan pembaglan dan
penggunaan biaya persiapan lelang uang hasil lelang hasil hutan temuan, sitaan
dan rampasan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Gubermur
Kalimantan Tengah Nomor 62 Tahun 2006 belum dapat menampung seluruh
kegiatan pihak-pihak yang terkalt, maka periu dilakukan perubahan terhadap
ketentuan dimaksud dengan menetapkan - Peraturan Gubemur Kalimantan
Tengah tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Persiapan Lelang Uang Hasil
Lelang Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan;
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat 1 Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tinur
{(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4389);

tUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksdan Republik
Indonesia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah rPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);
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10.

11

12

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintashan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan {embaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perfindungan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan
Penehangan Kayu Secara Tilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di
Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-11/2005 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Terhadap Hasil Hutan Termwan, Siaan
Dan Rampasan;

Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah Nomor
42 Tahun 1991 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Di Provinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
BIAYA PERSIAPAN LELANG UANG HASIL LELANG HASIL HUTAN
TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN. ‘

Pasal L

Dalam peraturan ini, yang dimalsud :

i b W N

Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Tengah.

Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah,
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil Hutan Temuan adalah hasil hutan yang berdasarkan pemeriksaan
ditemukan di daiam dan atau di luar hutan yang tidak diketahui identitas
yang memiliki atau yang menguasai atau yang mengangkut, baik nama
maupun alamatnya.
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Hasil Hutan Sitaan adalah hasil hutan yang disita berdasarkan hukum acara
pidana sebagai barang bukil dalam perkara pidana.

Hasll Hutan Rampasan odalal: basil hutan yang dirampas untuk Negara
berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Harga Limit Lelang adalah harga pokok lelang yang ditetapkan dengan
perthimbangan tingkat harga pasar hasil hulan yang berlaku saat itu di
wilavah setempat serta kondisl nyata kualitas hasl hutan yang akan
dilelang berdasarkan hasll pengukuran dan pengujian hasil hutan oleh
petugas yang berwenang.

Biaya Persiapan lelang adalah blaya-blaya yang timbul sebagal akibat
pengurusan barang bukti hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan yang
akan dilelang dan dibebankan kepada Pemenang lelang serta bulan
merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggl yang dibayarkan oleh
Pemenang Lelang berdasarkan penetapan/risaiah leiang oleh Juru Lelang
Kantor Pelayanan Plutang dan Lelang Megara setempat.

Draught Survey adalah <usatt metode penentuan kuantitas barang yang
dimuat di atas kapal, berdasarkan prinsip hukum Archimedes.

Kantor Pelayanan Plutang dan lelang Megara (KP2LN) adalek Instansi
Peiverintah yang meimpuiyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk
melaksanakan pelelangan terhadap barahg/benda yang merupakan hak
Negara.

Hasil lelang kayu rampasan adalah uang hasil lelang kayu rampasan yang
langsung disetor oleh Kaitor Lelang Negars ke Kas Negara yang
bersangkutan.

Pihak-pihak yang betjasa dalam upaya penyelamotan kekayaan Negara
adalah Orang per orang/lembaga/Badan/Dines/LSM maupun tim operasl
yang telah menangkap pelaku tindak pidana, menyRa barang bukti,
menemukan/melapor adanya kayu lliegal pada suatu tempat, dan laporan
tersebut dalam bentuk tufisan disertai peta/denah iokasi, dterima oleh
Instansi Kehulanan baik di daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam
waki 1 x 24 jam dan laporan/temuan tersebut tidak boleh sama dengan
laporan sebelum/bertkutnya baik fisik maupun tempat ditemukan barang
bukii tersebut. Honor baqg! pihak-pthak yang berjasa tersebut hanya
diberikan kepada orang per orang/Lembaga/Badan/lSM maupun Tim
operasi yaing lebih dulu menyampalkan laporannya.

Penyidik adalah petugas penyidikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan meliputi Instansi Kepolisian, Kejaksaan Kehutanan, Bea dan
Cukai, dan TNT-Al yang menangani perkara dibidang kehutanan.

Penuntst Umum adalah jaksa vang ditugaskan untuk menangani dan
menyelesaikan perkara dibidang kehutanan.

Tim Gahungan Penertiban/Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah
adalah Tim yang dibentuk oleh Gubemur Kalimantan Tengah dengan Surat
Keputusan,

Instansi kehutanan dalam hat ini meliputi Kantor Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Tengah. Dinas Kehutanan/Perkebunan Kabupaten/Kota Cabang
Dinas Kchutanan, Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Balal/Kepala Seksi
Wilayah BKSDA, Balai Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan (BSPHH), dan
Taman Naslonal.

Pasal 2

Blaya Honor bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan
negara disisihkan sebesar 25 (dua puluh Hima) persen untuk keglatan Operasi
Pengamanian Hutan,



Pasal 3

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor oleh penyidik, penuntut
umum  maupun  panitla pada Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelelangan ke rekening Kepala Dinas atas nama Gubemur.

S

Pasal 4

Pembagian dan penggunaan serta peruntukan biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut

1. Sebesar 15 (lima belas) persen diserahkan oleh Kepala Dinas atas nama
Gubernur kepada pengelola blaya penggantl di Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah untuk keglatan pembelian AT, pengadaan sarana dan
prasarana, pembuatan/pembahasan Surat Keputusan dan bhonor bagai

petugas/pengelola biaya pengganti.

2. Sebesar 85 (delapan puluh lima) persen, dikelola oleh Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi atas nama Gubemur Kalimantan Tengah yang
diperuntukan untuk :

- DBlaya rapat-rapat/konsultasi ke pusat regional terkait dengan kegiatan
Itleqal Logqing, bantuan blaya publikasi (media cetak dan elektronik),
pengadaan bahan materi kampanye dan penyuluhan dan pelaksanaan
karmpanye pemberantasan Iflegal logging serta penyuluhan kepada
masyarakat.

- Bantuan biaya peninjauan lapangan/lokasi barang buktl hasil operasi,
bantuan blaya dalam rangka perjalanan dinas intelijen, dan bantuan
biaya operasi dan pengarnanan hutan
Bantuan biaya Operasional kepada para pejabat Pemerintah Daerah
Provinsi.

Pasal b

Pembagian dan penggunaan biaya penggantli sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 tersebut di atas, atas persetujuan Gubermur Kalimantan Tengah/Wakil
Gubermur Kalimantan Tengah selaku Ketua Tim Gabungan Penertiban/
Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah,

Pasal §

Penyisihan blaya honor proses hasit lelang hasil hutan temuan, sitaan dan
rampasan dilakukan oleh panitia lelang/instansl setempat sebku pemohon
lelang. ,

Pasal 7

Cara penyisthan dana biaya honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilakukan langsung pada saat penyetoran hasil lelang kayu temuan, sitaan dan
rampasah ke Kas Negara, dan Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Palangka
Raya untuk penyetoran Biaya Persiapan lelang hasil hutan kayu temuan, sitaan
dan rampasan.

Pasal 8

Kepala/Pimpinan Instansi Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk mewakil,

walib :

1. Menghadiri setiap pelaksanaan lelang kayu temuan, sitaan dan rampasan
diwilayah tugasnya.
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2. Mencatat/merekam proses lelang meliputi status kayu yang dilelang, pejabat
yang menangani pelelangan, pejabat yang menangani pelelangan mulai dari
proses penemuan/penyitaan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

3. Bekerja sama dengan pemohch lelang untuk reatisasi penyisthan biaya honor
bagi pthak-pihak yang berjasa dalam upaya penyslamatan kekayaan Negara
sebesar 25 (dua puluh Bma) persen sebagai honor/dana inseniif bagi pihak-
pihak vang berjasa dalam upaya penvelematan kekayaan Negara.

Pasal 9

(1) Pembagian dan  penyerahan  blaya-blaya, bantusn biaya kepada
pejahat/petugas dan pihak-pihak vang berjasa dalam upaya penyelamatan
kekayaan Negara untuk Provinsi oleh Kepala Dinas Kehutanan, dan untuk
Kabupaten/Kota oleh Kepala Dinas Keliutanan/Kepaia Dinas Kehwtanan dan
Perkebunan Kabupaten/Kota.

{7} Pambagian dan penyerahan honor biaya honor kepada pejabat/petugas
yang bersangkutan dilaksanakan sebagal berikut :

a. Bilaya honor untie Provinsi dibayarkan oleh petugas/pengelola biaya
honor Provinsi setelah roendapat perselujuan datl Kepala Dinas atas
nama Gubernur.

b. biaya honor untuk Kabupaten/Kota dibayarkan oleh sekietarts/petugas
pengelola blayz penggantt daerah setelah mendapat persetujuan dari
nepala Dinas Kehutanan/Kepals Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Xabupaten/Kota,

Pasal 10

(1) Penyetoran honer biayz penggant dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh)
hart seteish pejabat instansi kehutanan menering penyisihan  blaya
penggant! dari pemchon kelang/kantor lelang Megara.

{2) Pembagian honor biaya pengaanti sebacaimana dimaksud dalam Pasal 8
segera dibayarkan kepada pejabat/petugas yang bersangkutan,

" Pasal 11

Penyerahan blaya pengganti kepada pejabat/petugas dan pihak-pihak yang
berjasa dalam upaya penyelematon kekayaan Negara dilakukan berdasarkan
bukti Surat Keputusan dan atou Swrat Perintah Tugas dari Kepala Dinas
Kehutaran atas nama Guhernur dan atau atas persetujuan Gubernur atau Surat
Perintzh Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan/Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten/ Kota atas nama Walikota/Bupati,

Pasal 12

Pertanggungjawaban biaya honor dan daftar nama-nama penerima dan
besarnya honor biaya honor yang diterima, disertai kwitansi penutup yang
ditandatanganl olsh Kepala instansi yang bersangkutan sebagal bukti
penerimaan dan penyeraban.

Pasal 13

(1) Penykthan, penyetoran ke Bank Negara Indonesla 1946 dan pelaksanaan
pembaglan dan penyerahan blaya honor kepada pejabat/petugas
dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri Kehutanan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap bulan
oleh petugas pengelola biaya honor untuk Provinsi melalui Kepala Dinas
dan untuk Kabupaten/Kota melalui Kepala Dinas Kehutanan/Perkebunan
Kabupaten/Kota.



Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Dinas atas dasar persetujuan Gubemur.

Pasal 15
Peraturan Gubemur Int mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah
"""" " SEKRETARIAT DAERAH
PROVINS! KALIMANTAN TEN%
SEKDA
ASISTEN I .

DISHUT !

KARO o
SATUAN /A
KERJA/ UNIT | UKUM <~

PENGOLAH BAN /M/

"~y

| KASUHAG
RANKUM

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Juni 2007
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